
Mengingat 

WALIKOTA TUAL 
PROVINSI MALUKU 

PERATURAN WALIKOTA TUAL 
NOMOR 08 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA 'ADD} SETIAP DDSA 
DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TUAL, 

a, bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang 
pembiayaanya berseumber dari Alakasi Dana Desa 
sebagaimana diatr dalarm Pasal 96 ayat (5) Peraturan 
Pererintah Nomot 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, maka perl menetapkan Peraturan 
Wallkota Tual tentang Penetapan Alokasi Dana Desa 
(ADD) Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2016; 

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantere 
Tingkat II dalar Wilayah Daerah Swatantera Tingkat 1 
Maluku [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor -1645); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Reuangan 
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tanbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten.tang 
Perbenda.haraan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Ferirbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pererintahan Daerah (lerbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tabahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Menimbang 



• 
' 

5. Undang-Undang Noor 31 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kota Tuai di Provinsi Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahu 2007 Norr g7 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747; 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahu 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomr 82, 
Tabahan Lembaman Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 214 
Nomor 7, Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang 
Pererintaha Daerah (Lerbaran Negara Rpublik 
Indonesia Tahun 2014 Noor 244, Ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tela.h 
diubah bcberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lerbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomnor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noter 5679]; 

9. Feraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaen Keuangan Daemah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Noor 140, Tarbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11.Peraturan Pemerintah Noror 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pereriatahan antara Pererintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tarabehan Lembanan Negara 
Republik Indonesia Nonor 4737; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undeng Noror 6 Tabun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tarabahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); sebagaimana telah 

diubah dengan Peratuan Pemerintah Noor 47 Tabun 
2015 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 



Menetapkan 

Noror 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717 

13, Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
scbagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 215 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor 2036); 

15. Peraturan Menteri Dalar Negeri Norr 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

16. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara RepubLi 
Indonesia Tahun 201S Nomr 1934); 

17. Peraturan Daerah Kota Tual Noor 03 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 
2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tual 

Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lerbaran Daerah Kota Tual Tahun 
2014 Nomor 7, Ta.mbahan Lembaran Daerah Nomor 2017); 

18. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 05 Tahun 2015 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual 

Tahun Anggaran 2016. 

MEMU'TUSKAN: 

PERAT'URAN WALIKOTA TUAL TENTANG PENETAPAN 
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA TUAL TAHUN 
ANGOARAN 2016 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
, Desa adalah deoa dan desa adat etau yang discbut 

dengan nema lain, selanjatnya disebut Desa, adalab 

kesatuan masyarakat hukum yang memliki bates 

wilayah yang berwenang untuk mcngatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 



masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Alokasi Dena Desa yang selanjutnya disingkat ADD 
adalah dana perimbangan yang diterima 
Kabupaten/Kota dalarm Anggaran Fendapatan dam 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi 
Dana Alokasi Khusus; 

3. Pemerlhtah Desa adalah Kepala Desa atau yang 
disebut dengan nata lain dibantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

4. Anggaran Pendapatan dan Belarja Desa, yang 
selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencane 
keuangan tahunan Pemerinta.han Desa; 

5. Badar Perrausyawaratan Desa edalah lerbaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggota 
maerupakan wakll dari penduduk desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara 
demokratis; 

6. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang 
mnerbidangi urusan administrasi keuangan untuk 
menatausakan keuangan desa; 

7, Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar 
pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, 
bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, 
supervise pelaksanaan penyelenggaraan Pererintahan 
Desa; 

8, Pemberdayaan masyarakat adalah upaya perberian 
faselitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat 
perdesean dalam memanrfaatkan surber daya alam 
secara lestari; 

9, Pemeliharaan adalah egiatan penanganan yang 
berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang 
diperlukan untuk mempertahankan kondisi agar tetap 
berfungi secara optimal; 

10. Rehabilitasi adalah kegiatan penanganan pencegahan 
terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan 
yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang 
berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada 
bagian / tempat tertentu dengan kondisi rusak ringan, 
agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat 
dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan 
rencaa, 



'. 

BAB II 

MAK'SUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(l]ADD diraksudkan untuk meningkatkan kapasits 
keuangan desa dalam rangka percepatan 
perbangunan desa 

(2} ADD diberikan kepada Desa dengan tujuan : 
a. menanggulangi keriskinan dan mengurangi 

kesenjangan; 
b. meningkatkan peretcanaa dan pengangaran 

pembangunan di tingkat desa; 
c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; 
d. meningkatkan 

perdesaan; 
e. meringkatkan 

desa; 
f. meningkatkan 

masyarakat; 
g. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa 

dalarm rangka pengembangan kcgiatan sosial dan 
ekonomi rasyarakat; dan 

h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong 
royong masyarakat. 

BAB III 

PENOELOLAAN ADD 

Bagian Kesatu 
Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD 

Pasal 3 

(I) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa 

(2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD 
direncanekan, dilaksanakan, dan dievaluasi secare 
terbuka 

(3] Seluruh kegiatan harus dapat 
dipertanggungiawabkan secara administratif, 
teknis, dan hukum 

Bagian Kedua 

Penggunaan ADD 

Pasal 4 

(I)ADD dipergunaken untuk membiayai kegiatan non 
bidang, bidang penyelenggarann pemerntahan 
desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, 

perbangunan infrastruktur 

ketenteraman dan ketertiban 

peran lembaga kerasyartkatan 
' 



bidang pembinaan masyarakat dan bidang 
pemberdayaan masyarakat desa 

(2) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan 
desa yang tela.h dituangkan dalam RKPDesa 

(3) Belanjs non bidang terdiri dari kegiatan: 
a. penghasilan tetap dan tunjangan; 
b. operasional perkantoran; 
c. operasional BPD; dan 
d. operasional RT/RW 

(4) Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 
terdirt d~ri kegiatan: 
a. Rehabilitasi kantor desa; 
b. pengadear sarana dan prasarana kantor desa, 
c. penyelenggaraan perencanaan desa; 
d. penyelenggar&an musyawarah desa; 
e. penyusunan peraturan desa; 
f. penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan desa; 
g. penyusunan laporan penyeienggaraan 

pemerintahan desa; 
h. penyeienggaraan informasi desa; 
i. penyusunan profil desa 
j. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan 

pemerintah desa; 
k. pendataan desa; 
l. penyusunan tata ruang desa; 
m. penetapan dan penegasan batas desa; 
n. sosialisasi/bintek/workshop/seminar; 
i. penyelenggaraan kerja sama antar desa 

(5) Belanja bidang pelaksanaan pembangtunan desa 
terdiri dari kegiatan: 
a. perbaikan saluran irigasi; 
b. pengaspalan jalan desa; 
c. perbangunan / rehabilitasi jalan penghubung 

dala.m desea; 

d. pembangunan/pemeliharaan tarbatan perahu; 
e. pembangunan/pemeliharaan jalan pemukiman; 
f. pembangunan/pemeliharaan jalan desa antar 

perukiran ke wilayah pertanian; 
g. pembangunan/pemelihamaan pembangkit listrik 

tenaga mikrohidro; 
h. pembangunan / pemelharaan lingkungan 

perrukiran masyarakat desa; 
i. pembangunat/pemeiiharaan air bersih 

berskala desa; 

j. perabangunan/pemehiharaan 
lingkungan; 

k. pembangunan/pemeliharaan 
keschatan desa, 

sanitasi 

pelayanan 



' f 

dan 
l. perbangunan/pemeliharaan 

prasarana keschatan lainnya; 
mn. pembangunan/pemeliharaan taman bacaan 

masyarakat; 
n. pembangtunan/pemeliharaan sarana % 

prasarana PAUD; 

o. pembangunan/pemeliharaan 'balai pelatihan / 
kegiatan belajar masyarakat; 

p. pembangunan/ pemeiharaan / pengembahgan 
sanggar seni; 

q. pembangnan/pemeliharaan sarana dan 
prasarana pendidilean dan pelatihan Lainnya; 

r. pembangunan/pemeliharaan pasar desa; 
s. pemtbangunan/pemeliharaan penghijauan; 
t. pembangunan/pembuatan/pemeliharaan 

terasering; 
u. perbangunan/ pereliharaan hutan bakau; 
• pembangunan/pemeliharaan perlindungan 

mhata air; 
w. pemeliharaan/pembersihan daerah aliran 

sungai; 

x. pembangunan/pereliharaan perlindungan 
terumbu karang; 

y. petabangunan/pereliharaan sarana prasarana 
perekonomian/lingkungan desa Lainnya; 

z. pembangunan dan pemeliharaan embung desa; 
aa, pembangunan energl baru atau terbarukan; 
bb. pembangunan/ pemeliharaan dan pengelolaan 

saluran air untuk budidaya perikanan; 
cc. pengembangan sarana dan prasarana produksi 

di desa; 
dd. pendirian dan pengembangan BUMDea; 
ee. pembangtan dan pengelolaan tempat 

pelelangan ikan milik desa; 
ff. pembangtunan dan pengelolaan keramba jaring 

apung dan bagan Ikan; 

gg. pembangunan dan pengelolaan lumbung 
pangan desa; 

hh. pembuatan pupuk dan pakan organrik untuk 
pertanian dan perikanan; 

ii. pengembangan benih lokal 
jj. pengembangan ternak secara kolektif; 
kk. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri, 
l. pengeloiaan padang gembala; 

mm. rehabilitasi kantor desa 
nn. pengerbangan desa wisata; 
oo. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan 

hasil pertanian dan perianan 
(6] Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan terdiri 

dari kegiatan; 

a, pembinann ketenteraman dan ketertiban; 



b. pembit~an lembaga sosial masyarakat; 
c. perbinan kerukeunan umat b~fag~rt~; 
d. pembinasr lermbaga adat; 
e. pembinaan kesenian d~n sosial budaya 

mas@arakat; 
f. pembinaan olah raga masyarakat; dan 
g. pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat 

(Linmas] desa 
h. pengembangan Pendidikan Anak Usie Dini 

(PAUDJ; 

i. pemberian insentif / honor kader Posyandu; 
j. pemberian insentif / honor kader KB; 
k. pengembangan taman baeaan dan perpustakaan 

desa; 
1. peningkatan kegiatan Posyandu; 
mn. penyuluhan kesehatan; 
n, pembinaan lainnya 

(7) Belanja bidang pemberdayaan masyarakat terdiri 
dari kegiatan: 
a. pelatihan usaha di bidang ekonomi, 
b. pelatihan usaha di bidang pertanian; 
c. pelatihan usaha di bidang perikanan; 
d. pelatihan tsaha di bidang perdagangan; 
e. pelatihan usaha di bidang teknologi tepat guna, 
f. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa; 
g. pelatihan kelorpok usaha ekonomi kreatif; 
h. pelatihan kelompok perempuan; 
i. pelatihan kelompok tani; 
j. pelatihan kelompok nelayan; 
k. pelatihan kelompok pengrajin; 
I. pelatihan kelompok tari; 

ma. pelaksanaan lombe desa; 
n. fas~litasi program penangglangan kemiskinan, 
o. stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni; 
p. stimulan pembangtunan jamban sehat keluarga; 
q. pelatihan kelomapok pemuda; 
r. pelatihan kelompok masyarakat miskin; dan 
i. pelatihan kelompok lainnya 

(8 Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat 
[5), ayat (6) dan ayat (7] bisa bertambah sesuai 
dengan kondisi dan kebutuhan desa 

Eagian Ketiga 

Penentuan Besaran ADD 

Pasal 5 

(1) Pemarintah daerah mengatokasikan ADD dalam 
anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap 

tahun anggaran 



(2) ADD sebagairana dimaksud pada ayat (1 paling 
sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana 
perimbangan yang diterima daerah dalam arggaran 
pendapatan dan belanja daerah setelah dilurangi 
Dana Alokasi Khusus 

(3) Pengalokasian ADD untuk masing-masing desa 
mempertirbangkan ; 
a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan 

perangkat Deea 

b. junlah Desa dan Dusun yang berada di Wilayah 
Kota Tual 

(4] Pengalokasi ADD gcbagaimana dirnaksud dalat ayat 
(2) dianggarkan secara bertahap dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan dacrah, 

(5) Besarnya ADD untuk masing-masing desa ditetapkan 
dalar Lampiran Peraturan Walikota Tual ini. 

Bagan Keempat 
Penyaluran dan Pencairan ADD 

Pasal 6 
(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melatui 

pemindahbukuan dart dari Rekening Kas mum 
Daerah ke Rekening Kas Urum Desa. 

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa diiakukan secara 
bertahap: 
a. tahap l sebesar 40% (empat puluh perseratus); 
b. tahap II sbesar 40% (empat puhuh perseratus]; 

dan 
c. tahap Ill sebesar 20% (dua pulub perseratus). 

(3] Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan 
etela.h Kepala Dess enyampaikan: 
a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepade 

Walikota. 
b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa 

tanun anggaran sebelumnya. 
(4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan 

setelah Kepala Desa menyapaikan: 
a. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa 

tahap I kepada Walikota. 
b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa 

tahap l sebagaimana diraksud pada huruf a, 
menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa 
tahap I telah digunakan sebesar 90% (Serbiler 
puluh per seratus)}. 

(5} Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dilakukan 
setelah Kepala Desa menyampaikan: 
a. Penyaluran Alokasi Dane Desa tahap III dilakukan 

setelah Kepala Desa menyampaikan laporan 
realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I 
dan tahap Ll kepada Walikota. 



b. Laporan realisas! penggunaan Dana Desa tahap I dan 
tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a 
menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan 
tahap II t~lah digunakan sebesar 90% (sembllan puluh 
per seratus). 

(6) Rincian ALokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap 
tabun dianggarkan dalam APBDesa 

(7) Penyalura Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikectalikan untuk pembayaran penghasilan tetap dam 
tunjangan Aparatur Pererintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Dcsa serta Operasional RT/RW yang 
dibayarkan setiap triwulan. 

Bagian Kelima 
Pertanggungiawaban dan Pelaporan ADD 

Pasal 7 

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai 
ketentuan perundang-undangan dalam masa 
tahun anggaran mulai 1 Januari sampai 
tanggl 31 Deserber. 

dengan 
1 (satu) 

dengan 

Pasal 8 

(I)Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus 
didulung dengan bukti yang lengkap dan sah. 

(2) Bukti sebagaimana dirmaksud pada ayat (l) harus 
mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas 
kebenaren material yang timbul dari penggunaan bukti 
diraksud. 

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban 
APBDesa tidak dapat dilakkan sebelum rancangan 
peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi 
peraturan desa, 

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan 
(FPh) dan pajak, lainnya, wjib menyetor scluruh 
pcnerimaan potongan den pajak penghasilan (PPh) dan 
pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan 
potongan dan pajek yang dipungutnya ke rekening kas 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan peruandang 
undangan. 

Pasel 9 

Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat 

menyampaikan laporan realisasi pcnggunaan Alokasi Dana 

Desa semester I dan semester II kepada Walikota 

• 



' 
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BAB IV 

PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setip orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengurdangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ta! 

kan di Tal 
02 Mei 2016 

Y 

pm 

Diundapgkan di Tual 
Pad« tga! 02 Mei 2016 

<SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL, 
,, '.' '----:::' , ' . . 

j r e "  
.  ,.. ' 

BERITA DAERAH OTA TUAL TAHUN 2016 NOMOR 2205 



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TUAL 

NOMOR 0 TAHUN 2016 
TANGOAL C MEI 2016 

NO KECAMATAN DESA DUSUN 

ALOKAST DANA DESA (Rp) 

BELANJA NON BEL.ANJA 

BIDANG BIDANG 

JUMLAH 

(Rp) 

2 Pulau Dullah Selatan 
1 Pulau Dullah Selatan Tual 
1 2 3 4 

215,600.000 ] 433.330.000 648.930.000 
Fair 12.000.000 ] 433.330,000 445,330.000 

tj·'tjiPu�l�•�ujD�u�ll�a�h�Se�l!a"'"�J=======:ti�n __ +--"1020.o,oo""ceoo,o�-"•c'e',·',',oc.oo""o'-l--c404Ss0.3'3'0C.oCoOo', 4 Pulau Dullah Sclatan Man8on 12.000.000 433.330.000 445.330.000 
5 jRupug[jmuhuu ] ,12993g9] 13332g994 115339g9g 6. Pulau Dullah Selatan Taar 129.600.000 l 433.330.000 562.930.000 

9 Pulau Dullah Utara Dullah 117.600,000 \ 433.330.000 550.930.000 

7 Pulau Dullah Utara Fiditan 117.600.000 ) 433.330.000 550.930.000 
8 Pulau Dullah Utara Ng i 117.600.000 ] 433.330.000 550,930.000 

10 Pulau Duilah Utara Labetawi 117.600.000 + 433.330.000, 550.930.000] 
I' HiL 5tit LL.ii; 1 1ii,6%6st %ii5so.doo sso.9so.ooo 
sill Eta %it 11 %681 3%,33 3%.655l 

i3 au buiaUama ooii l} 1176090o]l 433330.00o] 550930.00] 
14 Pulau Dullah Utara Watran 12.000.000 433.330.000 445 330.000 
15 Pulau DullahUtara Lairkaror 12.000.9O' 433.330.000 445.330.000 
j6 Puau bia tiara putah taut I.. I 11.60009, 13333009] 550930.0o] 
17 Pulau Dullah Utara Duroa 12.000.000 , 433 330.000 445.330.000 
18 Tavando Tam Tam Ng urhir 129.600.000 433.330,000 562.930.000 

] I[Tayando Tam Tam Ohoitom 12.000.000 ; 433.330.000 445.330.000 

20 Tavando Tam Tayando Lang iar 1i7,600.000 433.330.000 550.930.000 
21 Tavando Tam Tavando Yamtel 141.600.000 33,330.000 574.930.000 
22 Tyado Tam Tayandto Doiel I 129.6020099], 33,330.000] 562.930.0oo] 
23 Tayando Tam Tayando Yamru 105600.000], 933,330.000_538.930.000 

• 



• 

NO KECAMATAN DESA DUSON 

ALOKASI DANA DESA [Rp 

BEL.ANJA NON BELANJA 

BIDANG BIDANG 

JUMLAH 

(Rp) 

2 3 4 

24 Pulau-Pulau Kur Tbval 135,600.000 433.330.000 568.930.000 
25 Pulau-Pulau Kur Kaimear 105,600.000 433.330,000 538.930.000 
26 Pulau Pulau Kur Lokwirin 117.600.000 433.330.000 550.930.000 
z Pia-Palau Ku Fiuaen 10+400.006.j ii5.356.cool sis0o.0o6l 
28 Pulau-Pulau Kur Sermaf 105.600.000, 433.330,000 538.930.000 

z9 krseavn [knasa + I 21999994/ 13333999, 32339999J 
30 Kur Selatan Warkcar 116400.000 433.330.000 549,730.000 
31 Kur Selatan Yapas 105,600.000 1 433,330.000 538.930.000 

32 [Kur seatan [Rumoin h. ... ]122602000[!_13 $62.930.009] 
33 Kur Selatan Pasir Panjang 12.000.000 433.330.000 445.330.000 

34 KurSelatan Fitarlor 12.000.000 ] 433.,330.000 445.330.000 
35 Kur Selatan Hirit 105.600,000 } 433.330,000 538,930.000 
36 Kur Selatan Tien 105.600.000 ) 433.330.000 538.930.000 
37 Kur Selatan Niela 105.600.000 433.330.000. 538.930.000 

- 

38 Kur Selatan Fadol 12.000.000 1 }  433.330.000 445.330.000 
JUMLAH 3.371.600.000 16.466.540.000 

- -- 

\ 

kg lf u g l , i  

(  '"• � 
i l 

� 
AYAAN 

19.838.140.000 



• 

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA 'TUAL 

NOMOR 08 TAHUN 2016 

TANOGAL 0 MEI 2016 

1 2 3 

JUML.AH 

[Rp) 

ALOKASI DAA pPSA [Rp)_ 
BEL.ANJA NON BELANJA 

BIDANG BIDANG 

• 

DU9UN DESA KECAMATAN NO 

1 Pulau Dullah Selatan Tual 

2 Pulau Dulah Selatan Fair 

.3 Pulau Dullah Selatan Dumar 

i t.lbs.% p%% % 

5 Pulau Dullah Selatan Pulau Ut 

215.600.000 ' 433.330.000 648.930.000 
12.000.000 ] 433.330.000 445.330.000 
12.000.000 : 433.330.000 445.330.000 
12.000.000 \ 433.330.000 445.330.000 
12.000.000 ·433.330,000 445.330.000 

6. Pulau Dullah Selatan Taar 

7 Pulau Dullah Utara Fiditan 
8 Pulau Dullah Utara N adt 

129.600.000 433.330.000 562.930.000 
117.600.000. 433.330.000 550.930.000 
117.600,00 T 433.330.000 550,930.0oo 

9 Pulau Dullah Utara Dublah 117.600.000 ,' 433.330.000 550.930.000 
10 Pulau Dullah Utara Labetawi 117.600.000 : 433.330.000 550,930.000 

11 Pulau Dullah Utara Tamedan 17.600.000 433.330.000 550.930.000 
12 Puilau Dullah Utare Ohoitahit 
13 Pulau Dullah Utara Ohoitel 

117.600.000 ' 433.330.000 550.930.000 
117.600 000 I 433.330.000 550.930.000 

14 Pulau Dullah Utara Watran 12.000.000 433.330.000 445.330.000 
15 

16 
Pulau Dullah Utara 

Pulau Dullah Utara 
- 

Dullah Laut 
tamer , 12999g, 483232399991 1193399991 

117.600.000 433.330.000 550,930.000 

18 Tavando Tam 

19 Tavando Tam 

17 Pulau Dullah Utara 

Tam Ne rhir 

Duroa 

Te Ohoitom 

12.000.000 \ 433.330.000 445.330.000 
129.600.000 ' 433.330.000 562,930.000 

12.000 000 433 330.000 445.330.000 
20 Ta ando Tam 
21 Tavando Tam 

22 Ta ando Tam 

_23_ Tayan@do Tam 

Tavando Lang iar 

Tavando Yamtel 

Tavendo Ohoiel 

Tayan.do Yamru 

117 600 000 433 330.000 550.930.000 
141600,000 433,330.000 574.930.000 

129.600.000 433.330.000 562.930.00 

105 600 000 433.330.000 538.930 000 
--�-=�cc,��-� 

• 



,, 

1 

JUMILA 

(Rp) 

ALOKAST DANA DESA 

BELANJA NORN BELANJA 
' BIDANG BIDANG 

4 

DUSUN 

3 

DEA KECAMA TAN 

1 2 

24 Pulau-Pula Kur Tut zal 135,600.000 433.330.000 568.930.000 

NO 

25 Plau-Pulau Kur Kaimear 105.600.000 433.330.000 538.930.000 

26 Palau-Pulau Kur Lokwirin 117.600.000 433.330.000 550.930.000 

, 2! Jou-Puku Kur [Fiauaten l I 19199000, , 133330.000, 537.130.009j 
28 Pulau-Putau Kur Sermaf 105.600.000 ' 433.330.000 538.930.000 
29 Kur Selatan Kanara 92.400.000 433.330.000 525.730.000 
30 Kur Selatan Warkar 116.400.000 433.330.000 549.730.000 
31 Kur Selatan Ya 105.600.000 433.330.000 538.930.000 
32 Kur Selatan Rumoin 129.600.000 433.330.000 562.930.000 
33 Kur Selatan Pasir Panjang 12,000.000 433.330.000 445.330.000 
34 Kur Selatan Fitarlor 12.000.000 433.330.000 445.330.000 

35 Kur Selatan Hirit 105,600.000 ' 433,330.000 538.930.000 
wousees it }ht;rEr"tr+rrt" rr;rt"Yr/ 
] 2° [Kur@elatan [Tfen l ] 195609.099] 433.330.000, 538930.000 

37 Kur Selatan Niela 105,600.000 1 433.330.000 538.930.000 

JUMLAH 

38 Kur Selatan Fadol 12.000.000 ! 433,330.000 445.330.000 

3.371.600.000 16.466.540.000 19.838. 140.000 
' 
' 

( 
' 



LAMPIRAN 
' 

PERATURAN WALIKOTA TUAL 

NOMOR 03 TAHUN 2016 

TANGOAL MEI2016 

NO KEC AMATAN DESA 

3 

DU'SUN 

• 

ALOKASI DANA DES.A 

BELARNJA NON BELANJA 

' BIDANG BIDANG 

JUMLAT 

(Rp) 

1 2 

1 Putau Dullah Selatan 

2 Pulau Dullah Selatan 

3 Pulau Dullah Selatan 

4 Pulau Dullah Selatan 

5 Pula Dullah Selatan 

Tu.al 

Fair 

Dumar 

Marton 

Pulau Ut 

215.600.000 433.330.000 648.930.000 
12.000.000 433.,330.000 445.330.000 

12.000.000 , 433.330.000 445.330.000 
12,000.000 433.330.0001 445.330.000 
12.000.000 433.330.000 445.330.000 

6. Pulau Dullah Selatan Tear 

7 Pulau Dullah Utara Fiditan 
8 Pulau Dullah Utara N adi 

9 Pulau Dullah Utara Dullah 
10 Pulau Dullah Utara Labetawi 

11 Pulau Dullah Utara Tamedan 

] 12 1Pulau Dulah Utara [Qhoitahit l 
13 Pulau Dullah Utara Ohoitel 

129.600.000 ' 433.330.000 562.930.000 
117.600.000 433.330.000 550.930.000 

117.600.000 , 433.330.000 550.930.000 
117.600.000 [ 433,330.000 550.930.000 
117.600,000 433.330.000 550,930.000 

117.600.000 433.330.000 550.930.000 

17.600.000, 433.330.009] 552930.009 
l l 7.60Q.OOO ,' 433.330.000 550.930.000 

14 Pulau Dullah Utara 
15 Pulau Dullah Utara 
16 Pulau Dullah Utara 
17 Pulau Dullah Utara 
18 Tavando Tam 
19 Ta ando Tam 
20 Ta ando Tarn 
21 Tavando Ta 

22 Ta«ando Tau 

23 Tavando Tam 

Tam Ne rhir 

Tavando Lane .r 

Tavando Yamtel 
Tavando Ohoiel 
Tayando Yamru 

Tam Oh0itom 

12.000.000 !  433,330,000 445.330.000 

129 600.000 1 433.330,000 562.930.000 

12.000.000 433.330.,000 445,330.000 

117.600,000 , 433.330.000 550.930.000 

141.600.000 433.330.000 574 930 000 
129.600 000 4133.,330.000 562.930 000 

105,600.000 433.330.000 538.930.000 

Watran 12.000 000 433.330.000 445.330.000 

lairkamor ] 12000.0009, '133.330.009, 45.330.000 
Dublah Laut 117.600.000 '433,330.000 550.930.000 



,. 

' 
' ALOKAST DANA' DESA [Rp] 

NO KECAMATAN DESA DSUN 
JUMLAH 

BELANJA NON , BELANJ A  
(Rp) 

BID AN i BIDAG 

l 2 
' 

3 4 t 
24 Pulau-Pulau Kur Tu 135.600.000 ' 433.330.000 568.930.000 
25 Pulau-Pulau Kur Kaimear 

' 

105.600.000 
' 

433.330.000 538.930.000 

26 Pulau-Fulau Kur Lokwirin 117.600.000 
' 

433.330.000 550.930.000 

27 Pulau-Pulau Kur Fiualen 104.400.000 f 433.330.000 537.730.000 

28 Pulau-Pulau Kur Serraf 105.600.000 433.330.000 538.930.000 
29 Kur Selatan Kanara 92.400.000 

' 
433.330.000 525.730.000 

30 Kur Selatan Warkar 116.400.000 
·, 433.330.000 549.730.000 

31 Kur Selatan Yaps 105.600.000 433.330.000 538.930.000 
32 Kur Selatan Rumoin 129.600.000 433.330.000 562.930.000 

33 Kur Selatan Pasir Pani 12.000.000 ' 433.330.000 445.330.000 
' 

12.000.000 34 Kur Selatan itarlor 
' 

433.330.000 445,330.000 

35 Kur Selatan Hirit 105.600.000 433.330.000 538.930.000 
36 Kur Selatan TiHlen 105.600.000 ' 433.330.000 538.930.000 

' 
37 Kur Selatan Niela 105.600.000 433.330.000 538.930.000 

38 Kur Selatan Fadol 12.000.000 [ 433.330.000 445.330.000 
JUMLAH 3.371.600.000 16.466.540.000 19.838.140.000 

! 
' 

' ' ' ' ' 

" I ' ' 
' 

' 

W OTA TUAL 

/ 
AYAAN 

i 


